?:jﬁl_ f_' /3. [

SLM\fIARY
THE STATE AND THE RULE OF LAW IN A MIXED ECONOMY
(NEGARA DAN RULE OF LAW DALAM SISTEM EKONOMI CAMPURAN) -
Oleh : W.Fniedman

Oleh - o
FXJOKO PRIYONO, SH, M.Hum -
NIP 131 683 797

FAKULTAS HURKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

Mdeidh disampaikan pada Diskust chulu Bagmn HuLum Inlcmaswnai
Fakultas hukum Undlp Tel | Apnl ”00"’

.{Zn ﬂ’f Q

H ti

_,...4




| RANGKUMAN
THE STATE AND THE RULE OF LAW IN A MIXED ECONOMY
(NEGARA DAN “RULE OF LAW” DALAM SISTEM EKONOMI CAMPURAN)
‘Oleh : W .Friedman ' |

Dalam pengamatannya tentang kekuatan ekonomi publik dan swasfa dalam
demokrasi kdntemp_orer, Friedman menjelaskan bahwa yang dintaksud dengan “mixed
economy” (ekonomi campuran) adalah mencakup Ibcrbagai cara di mana kckuasaan
negara digunakan untuk mengontrol atau mengawasi sistem ekonomi negara tersebut, -
meskipun ekonomi dijalankan oleh pemsahaan-peruséhaan swasta. | :

“Rule of law” di.art_ikan dengan “justice” (keadilan) meskipun keadilan bukanlah
sesuatu yangv absolut. Namun demikian, [riedman memfokuskan 'padé-aspek terbatas dari
“rule of law™ yaitu fungsinya dalam masyarakat yang bukan totaliter yang memiliki
sistém ekonomi campuran (mixed econony), yang |11_elidasa1'ka11 pada.kapitalimné dan
“free ente.rprise’.’. :

Menuﬁ:_t Firedman, terdapat empat fungsi negara dalam sistem ekonomi
campuran : - |
1. Negara sebagai “provider” |

Fungsi ini berkaitan dengan konsep: negara kesejahteraan (welfare 'slate). Dalam
kapasitas ini, negara 'bert.an,gt_.,ung jawab untuk menyediakah dan memberikan
pelayanannpelayanan sosial untuk memberlkan Jamman standard hidup minimal dan
munbmkdﬂ kelonggaran atau kebebasan kekuatan-kekuatan ckonom:
2. Fungsi negara sebagai “regulator” (pengatur) -
Negara menggunakan berbagai ppengairuh kontrol khususnya kekuasaan untuk
mengatur investasi daiam pembangunan industri, volume dan jenis ekspor dan
imppor, melalui cara-cara seperti kontrol kurs (exchange controla) dan pengedglian
lisensi impor dan industri ' '

Fungsi negara sebagai “eatrepreneur” (erausaha)

LS )

Fungsi ini merupakan fungsi yang terpentmg dalam ekonomi campuran.. Ketelllbatan

negara dalam kegiatan ekonomi dapat dllakukan melalui departemen pemerintah semi
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otonomi maupun melalui korporasi-korporasi yang dimiliki negara. Keterlibatan
negara dalam fungsi sebagai wirausaha dapat berbetuk publik dan privat
4. Fungsi negara sebagai “umpire” (wasit) _ -

- Negara dapat menjalankan fungsi sebagai wasit karena negara memiliki kekuasaan

legisiatif, administratif dan yudisiil. Dalam hal ini, negara’ harus mengemba'ngkan_

standard Leadllan seperti sektor ekonom: umum yang -dilakukan oleh perusahaan
negara. Oleh karena itu, negara harus membedakan antara fungsinya sebagai wasit

dengan fungsinya sebagai wirausaha

Dalam mengartikan negara, Friedman mengemukakan beberapa pemikiran

tentang arti negara oleh Hegel, Karl Marx, Hans Kelsen dan Earl Latham. Hegel dengan

~ filsafat dialektikanya memberikan pengertian negara sebagai pengejewantahan dari

kebebasan inidividu, Dalam konseppsi Hegel, negara tidak hanyé merupakan sebuah

organisasi atau fokus kekuasaan, tetapi merupakan perwujudan tertingéi-dari inidividu
manusia dan asppirasi-aspirasi soail. Negara adalah perwu1udan Lekuabaan

Bagi Karl Marx, negara merupakan mesin administratif, eksekuuf dan hukum di
mana kelas yang bcxkuasa menguasai sarana-sarana produks: dan eksploitasi kelas
pekerja. Negara merupakan suatu instrumen penckan, -

Friedman, memposisikan diri di tengah-tengah dengan menggunakan konsep
“réscrve function” (fungsi cadangan) dari negara.. Dia memahami ‘negara baik sebagat
pusat kekuasaan yang sentralistik, yang merupakan akibat dari keseimbangan di antara

herbagai kepentingan ekonomi dan sosial yang bertentangan dan scbagai

pengejewantahan dari cita-cita keadilan dan kepentingan publ_ik' yang mencakupp

masyarakat secara keseluruhan. Selanjutitya dikatakan bahwa ppada negara demokrasi

itulah emppat fungsi negara dapa'l' dilaksanakan,

A. Negara sebagai “Provider” dan “Regulator” (Pengatur)

Friedman membahas fungsi negara sebagai “provider” dengan maksud untuk

mewujudkan kesejahteraan minimum yaitu dengan mengimplementasikan cita-cita

negara kesejahteraan sosial dalam bentuknya yang ppaling langsung misalnya melalui

kewajiban memberikan manfaat ekonomi tertentu atas nama masyarakat. Ini




dilakukan melalui berbagai prosedur le;,lslatlf dan administratif, Semua negara-*
negara industri memiliki struktur admm1st|a51 yang luas yang menyalurkan bantuan

’medlsf rumah penginapan, asuaransi pengangguran, asuransi publik dan manfaat-

manfaat kesejateran lainnya. Begitu luasnya hukum publik sehingga bisa menambah

atau mengganti hukum privat dalam- bidang ini. Dalam suatu ckonomi yang

didominasi oleh- filosofi luisses-faire, perubahan hidup seperti misalnya menjadi

pengangguran, kehilangan nafkah, miskin, atau kecelakaan adalah nasib. Di_dalam

tahap-tahap ‘masyarakat kapitalis yang sudah maju, masalah-masalah tersebut di atas
(nasib) menjadi agak berkurang dengan berperann'ya asuransi swasta. Terbukti bahwa
ini bukanlah ¢ara melakukan redistribusi kekayaan di antara yang kaya dan miskin,

Meluasnya asuransi swasta sangatlah térgantung pada kemampuan membayar premi.

Berkaitan dengnan kontrak asuransi ini Friedman memberikan ‘contoh seperti
Uﬁdang-undanng Kontrak Asufasni Damsh 1930 (Skandinavia), The Canadian a
pfovinc;e of Saskatchewan 1947, Ontario Workmen’s Comppensation Act of 1915,
The British National Insurance Legislation of 1946, The Law Reform (Personal
Injuneq) Act of 1918, yang kesemuanya ltu berkaitan dengan aspek tanggung jawab
sosial negara berhubungan. aturan—aturan meng,ehai pelayanan-pclayanan sosial-
- (social services). " ' |

Friedman lebih Iamut menjelaskan Fun;:,m negara schagai * regulzlf<31';‘ (pengatur)
mencakup berbagai cara di mana negara melakukan intervensi melalui ‘penggunaan
hukum publik dengan langkah-langkah dan instrumentalitas dari suatu masyarakat
yang tidak teratur.

Berkaitan dengan berbagai macam instrumen hukum di mana negara mpdern
melakukan konfrol atas aktivitas ekonomi masyarakat, hampir tidak terbatas.
Friedman menjelaskan fungsi-fungsi kontrol digunakan baik oleh negara-negara
dengaﬁ ckonomi sosialis dan negara-negara (seperti  AS) yang umumnya
bertentangan dengan pbrusahaan perusahaan pemerintéh tetapi menggunakan kontrol
legislatif, administratif dan judISIal untuk mengurangi ketidaksamaan dan bahaya di
mana suatu ekonomi yang tidak diatur terjadi datam masyarakat dwasa ini, Selanjutny —-

dikatakan bahwa bentuk kontrol hukum yang paling -rgpresent_tatf‘ dapat
diklasifikasikan dalam tiga kategori yakni : - o



1. Pembatasan hukum tentang kebebasan berkontrak dan propeprti

12

Kontrol hukum dimakudkan untuk mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi
yang berlebihan | .

3. Kontrol hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan ekonomi
nasional —khususnyé di negara-negara sedang berkembang- melalui regulasi
keluar masuknya uang dan barang.-di antara ekonolmi' nasional dén fuar negeri,

B. Negara Sebagai “Entrepreneur” (Wirausaha)

Di negara-_negaré sosialis dengan sistem “centrally ppalbned aconomy”,
perusahaan-perusahaan negara ‘semi otonomi menjalankan semia industri utama,
komersial dan utilitas (kepentiﬁgan umum). Di Amerika, korporasi publ"ik federall
seperti misalnya “the Tennessee Walley Aut]iorithy” atau “the Boulder Dam
Authorithy” mengedalikan suatu bagian penling dari generasi kekuatan nasional dan
distribusi. Di berbagai negara, autoritas publik menjalankan transpportasi, dam,
' pelab_uhén, jembatan, dan keppentingan-kepentingan umum (public utifities) lainnya. |

Di negara-'nega.ra seg;erti Inggris, Perancis, India dan [taiia, perusahaan-
perusahaan negara merupakan sekior ulama dari' ekono'mi nasional. Bahkan di
Jerman, %chauan telah telah melakukan denasionalilsasi perusahaan pperusahaang
yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan Volksvag,en

Friedman menjelaskan alasan-alasan bagi berkembangnya perusahaan-perusahaan
p'ublikv.‘ _ | | _ '

I. Nasionalisasi sebagian dari kehidupan ekonomi melalui Ipcrusaliaan pubiik'

(seperti Inggris dan Perancis) '
2. Ada ﬁm;,sr tertentu yang dianggap sebagal hal yang pentmg untuk bangsa

yang tidak dapdt atau tidak akan dilakukan oleh perusahaan swasta sepperti

misalnya bisnis di bldané, kereta api

(5]

Perusahaan negara merupakan instrumen utama di mana negara-negara yang
mengalami. I\ekuransoan modal dalam kerjasama dengan swasta dapat

memalankan tugas untuk pembangunan nasional yang vital, biasanya dalam.

kerangka rencana pembanbunan Jang_,ka panjang



4. Transaksi-transaksi besar perusahaan publik di dalam sistem ekonomi
campuran bukanlah ‘akibat dari perencanaan atau filosofi ekonomi jangka

panjang tetapi merupakan produk emergensi (keadaan darurat)

Bentuk-bentuk perusahaan negara

~ Bentuk perusahaan. negara mencerminkan berbagai macam tujuan dan aktivitas-

aktivitasnya. Aktivitas yang bersifat entrepreneurshlp (keWIrausahaan) dari negara

d:IaLsanaLan dalam tiga bentuk hukum

Perusahaan pemerintah yang berkaitan dengan departemen yang memiliki berbe;,ar
tma,kat adminitratit dan otonomi keuangan '
Perusahaan umum sepem misalnya badan hukum (Iegal entity) yanf3 otonomus

berdasarkan arahan dari menteri umum, yang didirikan berdasarkan undang-undang

~ Perusahaan komersial, yang seperti perusahaan swasta lainnya, diatur oleh undang-

undang perdata atau “commercial codes” (pedoman koinersial). Di sini negara atau
sebagian autoritas publik lainnya memiliki saham, memiliki kontro!l secara penuh

terhadap pemegang minoritas.

Ne;,ara sebagai * umpne (wasu) dan * rule of law”

Dalam konsep ne;_,ara liberal, aktivitas publik dan swasla dlplsahLaH secara jelaq
Pemerintah dianjurkan untuk tidak berpertisipasi da[am kehidupan eknomi. Fungsi
utama dari negara hanyalah sekadar menata atqu mcng,atur ‘dan memberikan
perlindungan seperti di bldang, pertahanan, polisi, dan administrasi pcladllan'

Perpajakan, misalnya, bukanlah suatu instrumen kesejahteraan sosial dan redsitribusi

' sebagian dari kekayaan melainkan meruppakan suatu sarana atau cara pembiayaan

fungsi mmlmum pemermtah

Dengan masuknya negara dalam bldang bidang ekonomi dan sosial, kedudukan
negara telah menjadi begitu Lomp[eks, Negara harus m;,at akan fungsi-fungsi tel‘tentu
délam pefsaingan_. di antara berbagai kekuatan dan aktivitas di dalam masyarakat.
Peran ini disebut s.ebagai fungsi arbitrase. Negara harus memiliki standard dan
institust yang menjal;ﬁn persaingan sehata dan jujur (fairness), dan nu-‘._mwprmhankan :

keseimbangan yang cukup beralasan di antara kelompok-kelompok ckonomi dan

w ".“gx;\,i ﬂ



sosial yang berbeda di dalam masyarakat Bagaimana keseimbangan ini dlgambarkan
sang,atlah ter,;,antung pada ﬁlosoh politik masyarakat yang bersangkutan, '

Selanjutnya Friedman mengatakan bahwa dalam ° mlxed economy * tersirat suatu
konseppsi masyarakat yang non totaliter. Artinya bahwa antara sektor ekonomi pubhk :
dan swasta hidup beldampmg,_dn dan masmg-mas_mg ‘memiliki legttlmasL Fungsi -
hukum di sini’ adai_ah untuk menjamin bahwa keduanya memiliki keser_hpata_'n yang
-sama dan tak ada satu pun dari keduanya diperbolehkan untuk menghancurkan pihak
lain, Dalam kaitan ini, negara memiliki peran ganda, Melalui peruSahaan—pefusahéan
‘negara atau partisipasi pemerintah dalam ekonoml campuran negara secara I(mgsung‘
berparhmpasu datam aktivitas ekonomi. Negara juga mempengaruhi ckonoml melalui
‘pelaksanaan kontrol regulasi. Tetapi, sepanjang negara mewakili masyarakat secara
keseluruhan, dan atas’ nama. masyarakat menjalankan kekuasaan berdaulat, negara
Juga harus memberikan keadilan di antara sektor—-sektor masyarakat yang berbeda,
Dalam rangka penegakan hukum atau “rule of law”, Friedman menganjurkan
| adanya . - .

1. “ ep'aration‘gf powers” (pemisahan kekuasaan) antara badan leglslatlf o
eksekutif ‘dan yudlkahf yang didasarkan pada konstitusi sebagai cermin - dari
kehidupan demokrasi. Perlu juga dlbentuk |

2} “adminsitrative ju §1 ice” (pcladtlan adminstrasi) walaupun ppada awalnya
'konsep peradilan adminstratif ini ditolak oleh negara- ne;,ara common law karena
dlangg:ap tidak sesuai dengan pl‘lI‘ISlp kesamaan (equality) di antara yang mengatur
~ {governors) dan yang diatur u,ovemed) namun- secara perlahan-lahan akhirnya
diterima di negara-negara. common law - |

3) Kebijakan pemerintah dan kontrol hukum dalam masalah ekonomi. Di sini
ditekankan peﬂunya’kesé_imbangan antara ativitas ekonomi publik.'dan swasta, Dalam
‘kaitan inilah * bidang-bidang utama di mana k.ek.uasaan_ administratif = negara
mempengaruhi masyarikat - dan 'mcnygn_tuh korporasi atau k_epenlingan' ekohomi.
individu yang begitu luas, mak_a prosedur peninjauan hukum harus ada : a) dalam-
kapasitas sebagal “prOVider“ negara mendistribﬁsikan berbagai manfaat.” sosial
terhadap berbagai macam kelompok maéyarakat. Ini diké;lsiﬁkan sebagai asufén_si

~ sosial b) fungsi kontrol publik yang dijalank,an oleh pemerintah atas hubungan

et



'memng,kat antara pemerintah dan perusahaan swasta d) ﬁmgsn pemermtah gulator-'"';'_ :

kontrakiual swasta dan properti. ¢) pproposi pumnb ltilll\lul'sl Ll\t)ll()ml y.mg

berkaitan dengan lisensi aktivitas dan transaksi-transaksi. Dalam hal ini- dlbégl dalam='
dua bagian yaitu lisensi pekerjaan dan profesaonal dan aktlvttas ekonomt khususnya‘
hsensn industri-dan kontrol devisa e) area prakteknpraktek bisnis yang restnktlf f)
dalam b1dang_., hubungan kerja, sebag,am besar nebala-ncg,ara industri mcmlllkl._;:f e
Leterllbatan dalam berbagai hukum publik yang mengekspres1kan perhatlan ne;,ara- S
terhadap hubungan kerja, - . ' ' ‘ ' T

Berkaitan lega! review procedures yang, ‘harus tersedta ‘Friedman membenkan'
solusi ; 1) mengikuti pola Perancis, peng,adllan admxmstratlf umum dapat dtlakukan _
mung,l\m melalui berbagai senat atau kamar yang sifatnya khusus d(,ngdn 9emual
pengajuan yang bertentangan dengan kepputusan autoritas admlmstratif 2) beberapa e

pengadilan yang bersifat khusus yang mengatur pengajuan di bubagal lnddng, ‘\prIll

dijelaskan di atas seperti mnsalnya pengadllan asurasm pengadilan buruh, pengadﬂan

untuk praktlk -ppraktik yang membatasi 3) ppen;_.,a_]uan dari keputusan dari semua
macam badan-badan administratif kepada ppengadilan yang lebih tinggi. -

Bagi Friedaman, dalam rangka memecahkan prob!em kesamaan dan pcrsamg,an
yang sehat antara perusahaan publik dan swastaperlu dibuat undang undang yang
mengatur tcntang_hal tersebut seperti “fair competition act”, “bankcruptey act”.
Selanjutnya dikatakan berkaitan.dengnan persamaan status hukum dan tanggung
j‘awab; bahwa pperusahaan publik dalant hal kontrak, petbuatan melawan hukum dan
pajak harus bertanggung jawab sccara pct_ﬁuh. Hal itu juga berlaku terhadap tindak .

kejahatan.




